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ABSTRAK 

 
Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan Pemerintah Daerah yang berasal dari 

daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Pemerintah daerah mengalokasikan 

dana dalam bentuk anggaran belanja modal, dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

untuk menambah aset tetap. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja 

rutin yang relatif kurang produktif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara 

empiris mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap 

Pengalokasian Anggaran Belanja Modal di Kota/Kabupaten Di Provinsi Jawa Timur Tahun 

2014-2016 dengan di Moderasi PertumbuhanEkonomi. Populasi dalam penelitian ini adalah 

Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 38 Kota/Kabupaten. Penelitian ini 

menggunakan data sekunder yang berupa Laporan Realisasi APBD tahun 2014-2016. Pada 

penelitian ini uji hipotesis menggunakan Moderating Regression Analysis. Hasil penelitian 

dapat disimpulkan bahwa (1) Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum berpengaruh 

signifikan terhadap Belanja Modal. (2) Pertumbuhan Ekonomi mampu memoderasi 

Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal. 

 

KATA KUNCI: PendapatanAsli Daerah, Dana AlokasiUmum, Pertumbuhan Ekonomi dan 

Belanja Modal. 
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I. PENDAHULUAN 

Sejak pemerintahan Indonesia 

dilanda krisis ekonomi pada awal tahun 

1997 membuat perekonomian terpuruk 

dan mendorong pemerintah untuk 

melepas sebagian wewenang 

pengelolaan keuangan kepada daerah 

(Adyatma: 2015). Diberlakukannya 

otonomi daerah memberikan 

kesempatan pemerintahan daerah untuk 

lebih mengembangkan potensi daerah, 

kewenangan untuk mengolah sumber 

daya yang dimiliki daerah secara efektif 

dan efisien serta meningkatkan kinerja 

keuangan daerah. 

Semua sumber keuangan yang 

melekat pada setiap urusan pemerintah 

yang diserahkan kepada daerah menjadi 

sumber keuangan daerah. Undang-

Undang No. 23 Tahun 2014 tentang 

Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah BAB I Pasal I ayat 30 bahwa 

hubungan keuangan antara pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah adalah 

suatu sistem pembagian keuangan yang 

adil, proporsional, demokratis, 

transparan dan efisien dalam rangka 

penyelenggaraan desentralisasi dengan 

mempertimbangkan potensi, kondisi 

dan kebutuhan daerah serta besaran 

pendanaan penyelenggaraan adalah 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

merupakan pendapatan yang bersumber 

dan dipungut daerah didasarkan pada 

peraturan daerah yang berlaku. 

Pertumbuhan ekonomi menjadi 

salah satu tujuan penting pemerintah 

daerah maupun pemerintah pusat.Faktor 

utama bagi daerah untuk mendorong 

pertumbuhan ekonomi adalah dengan 

meningkatkan investasi yang dapat 

dilakukan diantaranya dengan 

meningkatkan ketersediaan infrastruktur 

yang memadai, baik kualitas maupun 

kuantitas dan menciptakan kepastian 

hokum. Dalam upaya meningkatkan 

kemandirian daerah, pememerintah 

daerah dituntut untuk mengoptimalkan 

potensi pendapatan ynag dimiliki dan 

salah satunya adalah memberikan 

proporsi belanja modal yang lebih besar 

untuk pembangunan pada sektor-sektor 

yang produktif di daerah. 

Belanja Daerah yang meliputi 

belanja langsung dan tidak langsung 

(Permendagri No. 25 Tahun 2009), 

merupakan pengalokasian dana yang 

harus dilakukan secara efektif dan 

efisien, dimana belanja daerah dapat 

menjadi tolak ukur keberhasilan 

otonomi  daerah. Pemerintah Daerah 

mengalokasikan dana dalam bentuk 

Anggaran BelanjaModal dan Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 

untuk menambah aset tetap. Alokasi 

belanja modal ini didasarkan pada 

kebutuhan daerah akan sarana dan 
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prasarana, baik untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas pemerintah maupun 

untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, 

dalam upaya peningkatan kualitas 

pelayanan publik, pemerintah daerah 

seharusnya mengubah komposisi 

belanjanya.Selama ini belanja daerah 

banyak digunakan untuk belanja rutin 

yang yang relatif kurang produktif. 

Permasalahan yang dihadapi 

Pemerintah Daerah dalam organisasi 

sektor publik adalah mengenai 

pengalokasian anggaran. Pengalokasian 

anggaran merupakan jumlah alokasi 

dana yang digunakan untuk masing-

masing program kegiatan. Dengan 

sumber daya yang terbatas, pemerintah 

daerah harus dapat mengalokasikan 

penerimaan yang di peroleh untuk 

belanja daerah yang bersifat 

produktif.Belanja daerah merupakan 

perkiraan beban pengeluaran daerah 

yang dialokasikan secara adil dan 

merata agar relatif  dapat dinikmati oleh 

seluruh kelompok masyarakat tanpa 

diskriminasi, khususnya dalam 

pemberian pelayanan umum 

(Kawender, 2008). 

Namun faktanya Pemerintah 

Daerah dalam mengalokasikan 

pendapatan daerah cenderung 

menggunakan untuk kepentingan rutin 

dari pada belanja modal.Kegiatan 

belanja pemerintah daerah dalam 

anggaran pendapatan dan belanja daerah 

merupakan kegiatan rutin pengeluaran 

kas aderah untuk membiayai kegiatan-

kegiatan operasi dalam 

pemerintahan.Untuk membiayai 

pengeluaran tersebut maka dibutuhkan 

sumber-sumber penerimaan.Sumber-

sumber penerimaan terdiri dari PAD 

dan DAU. 

Pendapatan Asli Daerah 

merupakan sumber penerimaan 

Pemerintah Daerah yang berasal dari 

daerah itu sendiri berdasarkan 

kemampuan yang dimiliki.Pendapatan 

Asli Daerah bertujuan untuk 

memberikan keleluasaan daerah untuk 

mengoptimalkan potensi pendanaan 

daerah sendiri dalam pelaksanaan 

otonomi daerah sebagai perwujudan 

asas desentralisasi.Besar kecilnya 

belanja modal akan ditentukan dari 

besar kecilnya PAD, sehingga jika 

pemerintah daerah ingin meningkatkan 

pelayanan publik dan kesejahteraan 

masyarakat dengan jalan meningkatkan 

belanja modal, maka pemerintah daerah 

harus berusaha keras untuk menggali 

pendapatan asli daerah yang sebesar-

besarnya. 

Pemerintah Daerah dalam 

mengalokasikan belanja modal harus 

benar-benar disesuaikan dengan 
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kebutuhan daerah dengan 

mempertimbangkan Pendapatan Asli 

Daerah yang diterima. Setiap daerah 

tidak memiliki kemampuan yang sama 

dalam memdanai kegiatan operasional 

di daerah masing-masing, hal tersebut 

menimbulkan kesenjangan fiskal antar 

daerah. Untuk mengatasi ketimpangan 

tersebut, Pemerintah Pusat mentransfer 

dana perimbangan untuk masing-

masing daerah, salah satu dana tersebut 

yaitu Dana Alokasi Umum. 

Dana Alokasi Umum merupakan 

dana yang berasal dari Pemerintah Pusat 

kepada Pemerintah Daerah yang 

bertujuan untuk meratakan kemampuan 

keuangan antar daerah dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi, sehingga 

ketimpangan ekonomi antar daerah 

dapat diatasi. Pendapatan Asli Daerah 

dan Dana Alokasi Umum yang tinggi 

selanjutnya akan digunakan oleh 

pemerintah daerah untuk memberikan 

layanan publik yang memadai, sehingga 

hal ini akan meningkatkan belanja 

modal. 

Belanja Modal merupakan 

belanja Pemerintah Daerah yang 

manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran 

dan akan menambah aset atau kekayaan 

daerah dan selanjutnya akan menambah 

belanja yang bersifat rutin seperti biaya 

pemeliharaan kepada kelompok belanja 

administrasi umum (PP No. 71 Tahun 

2010). Belanja Modal memiliki peran 

penting guna meningkatkan 

infrastruktur publik, sehingga dapat 

mendukung peningkatan Pertumbuhan 

Ekonomi. 

Pertumbuhan Ekonomi 

merupakan parameter dari suatu 

kegiatan pembangunan, hal ini 

dikarenakan pertumbuhan ekonomi 

dapat mengukur tingkat perkembangan 

aktivitas pada sektor-sektor ekonomi 

dalam suatu perekonomian (Hasan, 

2012).Pertumbuhan Ekonomi dalam 

penelitian ini digunakan sebagai 

variabel pemoderasi.Tingkat 

pertumbuhan ekonomi diduga dapat 

memperkuat pengaruh Pendapatan Asli 

Daerah dan Dana Alokasi Umum pada 

Belanja Modal. Semakin tinggi tingkat 

pertumbuhan ekonomi suatu daerah 

seharusnya dapat meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah dan Dana 

Alokasi Umum terhadap Belanja 

Modal. Pertumbuhan ekonomi suatu 

daerah yang meningkat berdampak pada 

peningkatan pendapatan perkapita 

penduduk, sehingga tingkat produksi 

dan produktivitas penduduk semakin 

meningkat.Selain itu, semakin tinggi 

pendapatan yang diperoleh masyarakat, 

maka semakin tinggi pula kemampuan 

masyarakat untuk membayar pungutan 
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yang telah ditetapkan oleh pemerintah 

daerah. 

Penelitian tentang PAD dan 

DAU terhadap Belanja Modal dan 

Pertumbuhan Ekonomi telah banyak 

dilakukan oleh peneliti terdahulu, akan 

tetapi masih menunjukkan ketidak 

konsistenan hasil. Penelitian Wandira 

(2013) menunjukkan hasil bahwa tidak 

terdapat pengaruh antara PAD terhadap 

Belanja Modal, berbeda dengan 

penelitianDwirandra, dkk (2014) 

menunjukkan hasil bahwa PAD 

bepengaruh positif terhadap Belanja 

Modal. Penelitian Wulandari, dkk 

(2013) menunjukkan hasil bahwa DAU 

berpengaruh positif terhadap Belanja 

Modal, berbeda dengan penelitian 

Wandira (2013) menunjukkan hasil 

bahwa DAU berpengaruh negatif 

terhadap Belanja Modal. Penelitian 

Wulandari, dkk (2013) menunjukkan 

hasil bahwa pertumbuhan ekonomi 

berpengaruh positif terhadap Belanja 

Modal, berbeda dengan penelitian 

Dwirandra (2013) menunjukkan hasil 

bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak 

berpengaruh terhadap Belanja Modal. 

Besarnya pertumbuhan ekonomi 

yang terdapat pada masing-masing 

daerah dapat memperkuat maupun 

memperlemah hubungan antara 

Pendapatan Asli Daerah dan Dana 

Alokasi Umum tehadap Belanja 

Modal.Penelitian ini dilakukan di 

Kabupaten dan Kota di Jawa Timur 

karena merupakan Provinsi dengan 

Pendapatan Asli Daerah yang cukup 

besar meskipun terlihat pembangunan 

yang cukup pesat, namun realisasi 

belanja modalnya kurang optimal. 

Berdasarkan latar belakang 

permasalahan yang telah diuraian di 

atas, maka peneliti ini mengambil judul 

“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah 

dan Dana Alokasi Umum Terhadap 

Pengalokasian Anggaran Belanja 

Modal dengan Pertumbuhan 

Ekonomi Sebagai Pemoderasidi 

(Studi Kasus PadaKota/Kbupaten 

DiProvinsi Jawa Timur Tahun 2014-

2016)”. 

II. METODE PENELITIAN 

Pendekatan penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini 

yaitu kuantitatif dengan 

menggunakan teknik penelitian 

statistik deskriptif. Variabel bebas 

dalam penelitian ini adalah 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan 

Dana Alokai Umum (DAU). 

Variabel terikat dalam penelitian 

ini adalah Belanja Modal. Variabel 

moderator dalam penelitian ini 

adalah Pertumbuhan Ekonomi. 

Populasidalam penelitian ini adalah 
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Kota dan Kabupaten di Provinsi 

Jawa Timur yang berjumlah 9 Kota 

dan 29 Kabupaten. Penelitian ini 

memiliki rentan waktu 3 (tiga) 

tahun yaitu mulai tahun 2014 

sampai dengan 2016 yang memiliki 

jumlah 38 sampel, pengambilan 

sampel menggunakan sampel 

jenuh. Penelitian dilakukan selama 

4 (empat) bulan, terhitung mulai 

bulan April sampai dengan bulan 

Juli 2018, dengan menggunakan 

data sekunder yang diambil 

langsung dari websitesebagai 

berikut: 

(http://www.djpk.depkeu.go.id.)  

Pengumpulan data 

menggunakan dokumentasi dan 

studi kepustakaan. Teknik analisis 

yang digunakan dalam penelitian 

ini menggunakan ujiasumsi klasik 

dengan pengujian (uji normalitas, 

uji multikolonieritas, uji 

autokorelasi, uji 

heteroskedastisitas), Moderating 

Regression Analysis(MRA) dan uji 

hipotesis. 

III.  HASIL DAN KESIMPULAN 

   Untuk mengetahui apakah 

terdapat pengaruh yang signifikan 

antar variabel independen dengan 

variabel dependen, maka digunakan 

model Analisis Regression Analysis 

(MRA). Analisis Regression 

Analysisdapat dijadikan dasar untuk 

mengontrol pengaruh variabel 

moderator. Oleh karena itu 

diperlukan adanya uji asumsi 

klasik. Hasil uji asumsi klasik dapat 

dilihat sebagai berikut: 

Uji Normalitas 

Berikutini hasil uji 

normalitasdapat dilihat pada tabel uji 

Kolmogotov-Simirnov test Taraf 

signifikan sebesar 0,05 atau 5% yang 

disajikan dalam tabel berikut: 

Table 1 

Hasil Uji Kolmogorov-Simirnov 

Test 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

Sumber: Output SPSS 23 

Berdasarkan pengujian 

Kolmogorov-Simirnov  test di atas 

menunjukkan hasil Asym. Sig. (2-tailed) 

lebih kecil dari taraf signifikan yaitu 0,085 

< 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

data berdistribusi normal. 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandar

dized 

Residual 

N 114 

Normal 
Parametersa,b 

Mean ,0000000 

Std. 

Deviation 
,37428708 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,053 

Positive ,039 

Negative -,053 
Test Statistic ,053 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200
c,d

 

http://www.djpk.depkeu.go.id/
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Uji Multikolonieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan 

untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel 

bebas (independent). Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar 

variabel independen. Multikolinieritas 

dapat dilihat dari nilai Tolerance dan 

Variance Inflation Factor (VIF).  Apabila 

nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF<10 

maka model regresi tersebut bebas dari 

gejala multikolinieritas. Berikut hasil uji 

multikolonieritas: 

Tabel 2 

Hasil Uji Multikolonieritas 

Coefficients
a
 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

PAD ,732 1,366 

DAU ,958 1,043 

PAD_PE ,263 3,804 

DAU_PE ,293 3,408 

a. Dependent Variable: Belanja_Modal 

Sumber: Sumber: OutputSPSS 23 

Berdasarkan tabel 2 dapat 

diketahui hasil multikolonieritas 

menunjukkan bahwa variabel PAD 

memiliki nilai tolerance sebesar 0,732 dan 

nilai VIF = 1,366, variabel DAU memiliki 

nilai tolerance sebesar 0,958 dan nilai VIF 

= 1,043, variabel PAD_PE memiliki nilai 

tolerance sebesar 0,263 dan nilai VIF = 

3,804, variabel DAU_PE memiliki nilai 

tolerance sebesar 0,293 dan nilai VIF = 

3,408. Hal ini berarti tidak ditemukannya 

korelasi anar variabel bebas karena tidak 

ada satupun variabel yang memiliki nilai 

tolerance > 0,10 dan VIF < 10. Maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah 

multikolonieritas dalam model regresi. 

Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi 

terdapat korelasi antara kesalahan 

pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). 

Jika terdapat korelasi, maka ada masalah 

autokorelasi. Untuk mendetekdi 

autokorelasi dapat dilakukan dengan uji 

Durbin-Watson (DW test). Apabila DW 

test jatuh di daerah bebas autokorelasi, 

maka dalam model regresi tersebut tidak 

terdapat masalah autokorelasi. Berikut 

hasil uji autokorelasi: 

Table 3 

Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Mod

el R 

R 

Squa

re 

Adjuste

d R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 ,73

4
a
 

,538 ,521 ,39937 1,971 

a. Predictors: (Constant), DAU_PE, DAU, PAD, 

PAD_PE 

b. Dependent Variable: Belanja_Modal 

Sumber :Output SPSS versi 23  

Dari tabel 3 dapat diketahui bahwa 

hasil hitung Durbin-Watsonsebesar 1,971, 

sedangkan dalam tabel DW untk variabel 

independen (k = 2) dan jumlah data (n = 
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114), maka pada tabel Durbin-

Watsonhitung lebih besar dari (du) = 1,730 

dan kurang dari 4 – 1,730 (4 – du) = 2,263 

atau du<dw<4-du–du adalah 1,730 <1,971 

< 2,263 berarti nilai DW-test terletak pada 

daerah uji, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa model regresi tersebut bebas dari 

masalah autokorelasi. 

Uji Heteroskedastisitas 

 Uji Heteroskedastisitas digunakan  

untuk menguji apakah dalam model regresi 

terdapat ketidaksamaan variancedari 

residual atau pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Model regresi yang baik adalah 

tidak terjadi homokedastisitas. Untuk 

mengetahui ada atau tidaknya terjadi 

heteroskedastisitas, maka ditunjukkan pada 

gambar 1 di bawah ini:  

Gambar 1 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Sumber: Outpu SPSS 23 

Pada gambar di atas menunjukkan 

bahwa model tersebut sudah memenuhi 

dasar pengambilan keputusan yaitu pada 

grafik scatterplotterlihat titik yang 

menyebar secara acak serta tersebar baik di 

atas maupun di bawah angka nol pada 

sumbu Y. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas 

dalam model regresi. 

Moderating Regression Analysis (MRA) 

Untuk mengetahui apakah ada 

pengapengaruh yang signifikan dari 

beberapa variabel independen terhadap 

variabel dependen dan untuk mengontrol 

pengaruh variabel moderator, ysng 

dirumuskan sebagai berikut: 

 

 

Keterangan: 

Y : Belanja Modal (BM) 

α : Konstanta 

X1 : Pendapatan Asli Daerah 

X2 : Dana Alokasi Umum  

Z : Pertumbuhan Ekonomi 

β1β2β3 : Koefisien Regresi 

e : Eror 

 Hasil Moderating Regression 

Analysis (MRA) dapat dilihat pada tabel 4  

 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X1Z+ e + β4 X2Z 
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Tabel 4 

UjiModerating Regression Analysis 

(MRA) 

Sumber :Output SPSS 23  

Berdasarkan Tabel 4 di atas, maka 

terdapat persamaan regresi sebagai berikut: 

 

 

a. Konstanta = 9,187 

Nilai tersebut mengindikasikan bahwa 

jika variabel PAD, DAU, PAD_PE, 

DAU_PE bernilai 0 maka Belanja 

modal sebesar 9,187. 

b.  Koefisien X1 = 0,148 

Jika variabel PAD mengalami 

peningkatan 1 satuan dengan asumsi 

variabel DAU, PAD_PE, DAU_PE 

tetap atau tidak berubah maka belanja 

modal akan naik sebesar 0,148 dan 

sebaliknya jika variabel PAD 

mengalami penurunan 1 satuan dengan 

asumsi variabel DAU, PAD_PE, 

DAU_PE tetap atau tidak berubah 

maka belanja modal akan turun 

sebesar 0,148. 

c.  Koefisien X2 = 0,493 

Jika variabel DAU mengalami 

peningkatan 1 satuan dengan asumsi 

variable PAD, PAD_PE, DAU_PE 

tetap atau tidak berubah maka belanja 

modal akan naik sebesar 0,493 dan 

sebaliknya jika variabel DAU 

mengalami penurunan 1 satuan dengan 

asumsi variabel PAD, PAD_PE, 

DAU_PE tetap atau tidak berubah 

maka belanja modal akan turun 

sebesar 0,493. 

d. Koefisien X1_Z = 0,103 

Jika variable PAD_PE mengalami 

peningkatan 1 satuan dengan asumsi 

variabel PAD, DAU, DAU_PE tetap 

atau tidak berubah maka belanja 

modal akan naik sebesar 0,103 dan 

sebaliknya jika variabel PAD_PE 

mengalami penurunan 1 satuan dengan 

asumsi variabel PAD, DAU, DAU_PE 

tetap atau tidak berubah maka belanja 

modal akan turun sebesar 0,103. 

e.  Koefisien X2_Z = - 0,099 

Jika variabel DAU_PE mengalami 

peningkatan 1 satuan dengan 

asumsi variable PAD, DAU, 

PAD_PEtetap atau tidak berubah 

maka belanja modal akan turun 

sebesar -0,099 dan sebaliknya jika 

variabel DAU_PE mengalami 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 9,187 1,895  4,849 ,000 

PAD ,148 ,058 ,195 2,568 ,012 

DAU ,493 ,058 ,566 8,516 ,000 

PAD_PE ,103 ,021 ,629 4,955 ,000 

DAU_PE -,099 ,023 -,516 -4,294 ,000 

a. Dependent Variable: Belanja_Modal 

Y =  9,187 + 0,148 + 0,493 +  0,103 - 0,099 



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

  
Ismiyati | 14.1.02.01.0310 
Ekonomi–Akuntansi 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 11|| 

 
 

penurunan 1 satuan dengan asumsi 

variabel PAD, DAU, PAD_PE 

tetap atau tidak berubah maka 

belanja modal akan naik sebesar -

0,099. 

Uji Parsial (t-test) 

Berikut hasil pengujian secara 

parsial menggunakan uji t yang nilainya 

akan dibandingkan dengan signifikansi 

0,05 atau 5%. 

Tabel 5 

Hasil Uji Parsial (t-test) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berikut hasil pengujian secara 

simultan menggunakan uji F yang nilainya 

akan dibandingkan dengan signifikansi 

0,05 atau 5%. 

Tabel 6 

Hasil Uji Simultan (F-test) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber :Output SPSS 23 

 

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah 

terhadap Belaja Modal 

Berdasarkan uji t pada tabel 5 dapat 

diketahui nilai signifikan variabel 

Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,000. 

Hal ini menunjukkan bahwa nilai 

signifikan uji t variabel Pendapatan Asli 

Daerah < 0,05. Hasil dari pengujian  

parsial  ini  adalah  Pendapatan Asli 

Daerah berpengaruh signifikan terhadap  

Belanja Modal. 

Pendapatan Asli Daerah adalah 

penerimaan daerah dari pajak daerah, 

retibusi daerah, hasil perusahaan milik 

daerah, hasil pengelolaan kekayaan 

daerah yang dipisahkan, dan lain-lain 

Pendapatan Asli Daerah.Belanja Modal 

adalah pengeluaran anggaran untuk 

perolehan aset tetap dan aset lainnya 

yang memberi manfaat lebih dari satu 

periode.Hasil penelitian ini sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Dwirandra, dkk (2014) bahwa 

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh 

signifikan terhadap Belanja Modal.  

2. Pengaruh Dana Alokasi Umum 

terhadap Belanja Modal 

Berdasarkan uji t pada tabel 5 dapat 

diketahui nilai signifikan variabel Dana 

Alokasi Umum sebesar 0,012. Hal ini 

menunjukkan bahwa nilai signifikan uji 

t variabel Dana Alokasi Umum < 0,05. 

Hasil dari  pengujian  parsial  ini  adalah  
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Dana Alokasi Umum berpengaruh 

signifikan terhadap Belanja Modal. 

Dana alokasi umum adalah 

sejumlah dana yang berasal dari 

pemerintah pusat kepada pemerintah 

daerah yang bertujuan untuk meratakan 

kemampuan antar daerah dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi, sehingga 

ketimpangan ekonomi antar daerah 

dapat diatasi. PAD dan DAU yang 

tinggi selanjutnya akan digunakan oleh 

pemerintah daerah untuk memberi 

layanan publik yang memadai, sehingga 

hal ini akan meningkatkan belanja 

modal.Hasil penelitian ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh 

Wulandari, dkk (2013) bahwa Dana 

Alokasi Umum berpengaruh terhadap 

Belanja Modal, hal ini memberikan 

adanya indikasi kuat bahwa perilaku 

belanja daerah khususnya belanja modal 

akan sangat dipengaruhi sumber 

penerimaan DAU. 

3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah 

dan Dana Alokasi Umum Secara 

Simultan terhadap Belanja Modal 

Berdasarkan  pengujian  hipotesis 

yang  telah  dilakukan,  menunjukkan 

bahwa  secara  simultan  variabel 

independen  Pendapatan Asli Daerah 

dan Dana Alokasi Umum terhadap 

Belanja Modal. Hal ini dapat dilihat 

pada tabel 6 diperoleh nilai signifikansi 

uji F sebesar 0,000 yang  berarti  lebih  

kecil  dari  taraf signifikan yang telah 

ditetapkan sebesar 0,05  dan  artinya  H0  

ditolak  dan  Ha diterima.  

4. Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi 

Pendapatan Asli Daerah terhadap 

Belanja Modal 

Berdasarkan uji t pada tabel 5 dapat 

diketahui nilai signifikan variabel 

PAD_PE0,000. Hal ini menunjukkan 

bahwa nilai signifikan uji t variabel 

PAD_PE< 0,05. Hasil dari pengujian  

parsial  ini  adalah  Pertumbuhan 

Ekonomi memoderasi pengaruh PAD 

terhadap Belanja Modal. 

Tingkat pertumbuhan ekonomi 

dapat memperkuat pengaruh PAD 

terhadap Belanja Modal. Semakin tinggi 

tingkat pertumbuhan ekonomi suatu 

daerah seharusnya dapat meningkatkan 

PAD terhadap Belanja Modal. 

Pertumbuhan Ekonomi suatu daerah 

yang meningkatberdampak pada 

peningkatan pendapatan perkapita 

penduduk, sehingga tingkat konsumsi 

dan produktivitas penduduk semakin 

meningkat.Hasil penelitian ini sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Sugiarti dan Supadmi (2014) yang 

menyatakan bahwa Pertumbuhan 

Ekonomi memoderasi pengaruh 

pendapatan asli daerah berpengaruh 

positifterhadap belanja modal. 
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5. Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi 

Dana Alokasi Umum terhadap 

Belanja Modal 

Berdasarkan uji t pada tabel 5 dapat 

diketahui nilai signifikan variabel 

DAU_PE 0,000. Hal ini menunjukkan 

bahwa nilai signifikan uji t variabel 

DAU_PE< 0,05. Hasil dari pengujian  

parsial  ini  adalah  Pertumbuhan 

Ekonomi memoderasi pengaruh DAU 

terhadap Belanja Modal. 

Tingkat pertumbuhan ekonomi 

dapat memperkuat pengaruh DAU 

terhadap Belanja Modal, semakin tinggi 

tingkat pertumbuhan ekonomi suatu 

daerah seharusnya dapat meningkatkan 

DAU terhadap Belanja Modal. 

Pertumbuhan Ekonomi suatu daerah 

yang meningkat berdampak pada 

peningkatan pendapatan perkapita 

penduduk, sehingga tingkat konsumsi 

dan produktivitas penduduk semakin 

meningkat. Selain itu semakin tinggi 

dana dari APBN yang dialokasikan 

dengan tujuan pemerataan keuangan 

antar daerah untuk membiayai 

kebutuhan pengeluaran dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi yang tinggi 

selanjutnya akan digunakan oleh 

pemerintah daerah untuk memberi 

pelayanan publik yang memadai 

sehingga hal ini akan meningkatkan 

belanja modal. Hasil penelitian ini 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Sugiarti dan Supadmi (2014) yang 

menyatakan bahwa Pertumbuhan 

Ekonomi memoderasi pengaruh dana 

alokasi umum berpengaruh positif 

terhadap belanja modal. 

6. Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi 

PAD dan DAU secara simultan 

terhadap Belanja Modal 

Berdasarkan  pengujian  hipotesis 

yang  telah  dilakukan,  menunjukkan 

bahwa  secara  simultan  variabel 

independen  Pertumbuhan Ekonomi 

memoderasi PAD dan DAU terhadap 

Belanja Modal. Hal ini dapat dilihat 

pada tabel 6 diperoleh nilai signifikansi 

uji F sebesar 0,000 yang  berarti  lebih  

kecil  dari  taraf signifikan yang telah 

ditetapkan sebesar 0,05  dan  artinya  H0  

ditolak  dan  Ha diterima.  

IV. PENUTUP 

Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  

pembahasan, maka dapat diambil simpulan  

sebagai berikut: 

Pendapatan Asli Daerah secara parsial 

dengan menngunakan uji t dengan nilai 

signifikan 0,012 < 0,05 yang  menyatakan  

bahwa  Pendapatan Asli   Daerah 

berpengaruh  signifikan  terhadap Belanja 

Modal. Dalam pengujian secara parsial 

Dana Alokasi Umum secara parsial dengan 

nilai signifikan 0,000 < 0,05 yang  

menyatakan  bahwa Dana Alokasi Umum 
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berepengaruh signifikan terhadap Belanja 

Modal. Sedangkan pengujian secara 

simultan dengan menggunakan hasil uji F 

dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05 yang 

menyatakan semua variabel independen 

PAD dan DAU berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen (Belanja 

Modal).  

Berdasarkan  kesimpulan  di  atas, 

maka penulis menyarankan Bagi Peneliti 

Selanjutnya.  Penelitian  ini  masih 

mengambil sampel dari Kota dan 

Kabupaten di  Jawa  Timur  sehingga  

memberikankesempatan pada penelitian 

selanjutnya agar  memperluas  ruang  

lingkup penelitian  pada  komponen  

pendapatan asli daerah, dana alokasi 

umum, pertumbuhan ekonomi dan belanja 

modal, sehingga  jumlah  sampel  yang 

digunakan akan semakin bertambah. 
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